SALINAN

BUPATI BALANGAN
FPROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FERATUREAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGS[ DAN URAIAN TUGAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas
vang sesual dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana HKabupaten Balangan dalam
pembangunan di Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan
Nomor 38 Tahun 2016 rtentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah maka perlu dilakukan
perumuaantumpuhnk, fungsi dan uraian tugas
Perangkat Daerah

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana
dimakeud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Pengendalian Penduduk dan Eeluarga Berencana
Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

(5

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tehun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679},

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran MNegara
Repullik Indonesia Tahun 2016 MNomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

4, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14};

5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor
38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGS! DAN URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN
DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat inl yang dimaksud dengan .

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah Buparti Balangan

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan heluarga
Berencana Kabupaten Balangan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.

7. Sekretanat adalah Sekretamat pada Dinas Pengendahan Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.




8, Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Balangan

§. 3ub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Bagian
Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten
Balangan.

10. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten
Balangan,

11. Unit Pelakaana Teknis, selanjutnya disebur UPT adalah UFL pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Balangan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

pada Dinas Penpgendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
habupaten Balangan.

BAB 11
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyal
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan
dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KBj dan
keluarga sejshtera, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayar (1},
Dinas Pengendalian Penduduk dan  Keluargs Berencana
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan  kebijakan dibidang pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;

b, pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian  penduduk,
Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian
penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera,

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupat terkait
dengan tugas dan fungsinya.

{3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah sebagai

Derikuat ;

a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan, keluarga berencana, dan ketahanan dan
kesejahileraan Keluarga,




=

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijukan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan;

. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan

kebiijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang keluarga berencana,
mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

mengoordinasikan  den  menyinkronisasikan  pelaksanaan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga
berencana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan, keluarga berencana, dan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

mengoordinasikan, membing dan mengawasi pemaniauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga
berencana, dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pazal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencanga terdiri dari ;

a. Sekretariat;

Hidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
Bidang Keluarga Berencana;

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Unit Pelaksana Teknis: dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

b.

ol N

BAB I

TUGAS POKOK, FUNGS! DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR

ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUR
AN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 4+

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan
keuangan dan menvelenggarakan wurusan umum, aset dan

adminisirasl kepegawaiar.




(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1},

Sekretariat mempunyal fungsi

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

b.

E-

penvususun program dan rencana kegiatan Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penvusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;

. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendahan

pengelolaan surat-menvurat dan rumah tangea lingkup Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
lingkup Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembingan dan pengendalian
pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

(3} Ursian tugas sehagaimana dimaksud pada ayar (1) adalah sebagai
berikut :

8.

menyusun  program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan
Dinas;

menyusun  program, mengoordinasikan, —membine dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
menyusun  program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
lingkup Dinas:

menyusun  program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
lingkup Dinas;

MENVLSEN PIOgram, mengoordinasikan, membinag dan

mengendalikan  pengelolaan  organisasi, tatalaksana dan
hubungan masvarakat lingkup Dinas;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup
Dinas; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannva,

Pasal 5

Sekretarial terdir dan :




a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan rencana  keglatan,
evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan
rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagai
benkut :
a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
sesuai kebutuhan:

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penydsunai
rencana strategis;

d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;

e, menviapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesual
kebutuhan;

f, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja;

g menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung-
jawaban dan Laporan Keteranpan Pertanggungiawaban;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;

i, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan;

}. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja;

1. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahasn dan akuntansi
keuangan,

m. menviapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan
pertanggung jawaban keuangan;

n. menviapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal
maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

o, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masvarakat dan keprotokolan, OTRATISas],
ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian




(2] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut

a.

11l

menylapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan
rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, organisasi dan  ketatalaksanaen  serta
administrasi kepegawalan,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah
tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, nrganisnesi dan keetatnlaksnnnan sertn
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat
dan ekspedisi;

. menyiapkan bahan. mengelola arsip dan menyusun jadwal

retensi sera penghapusan arsip,

menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan
menyusin Rencana Kebutuhan Barang Unit (REKBU) dan
Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

. menviapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan

pengelaloan aset,

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan
masvarakat dan keprotokolan;

menyiapkan bahan analisa dan evaluasi cfektivitas orgamsas

dan ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran
gaji dan tunjangan;

menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar
urut kepangkatan pegawai,

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian
kinerja pegawai;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi - mutas
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data
kepegawaian;

. menviapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai, dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewsnangannya.




Bagian Kedua

Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
Pasal 8

(1) Bidang Pengembangan Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan
Penggerakan mempunyal tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan advokasi dan penggerakan,
penvuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan Pengendalian Penduduk Penyuluban dan
Penggerakan mempunyai fungsi:

a, penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian advokasi dan penggerakan;

b. penvusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader
KB; dan

¢. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengendalian penduduk dan informasi RKeluarga.
(3] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan teknis advokasi dan penggerakan,
penvuluhan dan pendavagunaan PLKB dan kader KB serta
pengendalian penduduk dan informesi keluarga;

b. menvusin program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan advokasi dan penggerakan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyuluhan dan pendayagunaan PLRB dan kader
KB;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai Dbidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal O
Bidang Pengendallan Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan teirdin
dari :
a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
h. Seksi Penvuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB: dan
c. Seksi Pengendaban Penduduk dan informasi heluarga.

Pasal 10

(1) Seksi Advokasi dan Penpgerakan mempunvai tugas melaksanakan
dan memberikan fasilitasi dan supervisi advokasi dan penggerakan.




(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah sebagai
Brerikut

H.

b.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan advokasi
dan penggerakan;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menvajikan data
advokasi dan penggerakan:

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis advokasi dan
penggerakan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

advokasi dan pengecrakan;

. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama

dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam advokasi
dan penggerakan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
advokasi dan penggerakan,

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja advokasi dan
penggerakan;

. menviapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di

bidang advokasi dan penggerakan;

menviapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di
bidang advokasi dan penggerakan;

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar. Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang advokasi dan penggerakan;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi
dan penggerakan;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
hidang advokasi dan penggerakan;

.menyiapkan bahan menitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang advokasi dan penggerakan; dan

_ melaksanakan tugas lain sesuai |bidang tugas dan

kewenangannva.

Pasal 11

(1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

b.

menviapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyulahan
dan pendayagunaan PLKB dan kader hH;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menvajikan data
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menviapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan
dan pendayagunaan PLEKB dan kader KB,
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. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

penyuluban dan pendayagunaan PLED dan kader KB,

_ menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama

dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penyuluhan
dan pendavagunaan PLKB dan kader KB;

menyviapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menviapkan hahan perumusan kebhijakan teknis daerah di
bidang penyvuluhan dan pendavagunaan PLRB dan kader ki,

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di
bidang penvuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang penyuluhan dan pendayagunaan FLEB
dan kader KB;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
penvuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

menyiapkan bahan pemberian himbingan teknis dan fasilitasi di
bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKE dan
kader KB; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai bhidang tugas dan

kewenangannya.
Pasal 12

(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

(2 Uraian tugas sshagaimana dimaksud pada avat (1) adeiah sebaga:
berikut :

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menvajikan data

pengendalian penduduk dan mformasi Keluarga,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi

pengendalian penduduk dan informeasi kKeluarga;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina
penataan desa dan kelurahan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pengendalian penduduk dan informasi keluarga,




g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendahan
penduduk dan informasi keluarga;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di
bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dacrah di
bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK} dibidang pengendalian penduduk dan informasi
keluarga;

k. menviapkan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendaian
kuantitas penduduk;

l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter]
pengendalian penduduk di Daerah;

m. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan informasi
keluarga; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kswenangannva

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 13

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan distribusi alat dan obat
konstrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana sérta
pembinaan kesertaan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian  mengendalikan  distribusi  alat dan obat
konstrasepsi;

b. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian jaminan pelayanan keluarga berencana;

¢ penvusun program. koordinasi, pembinaan. pengaturan, dan
pengendalian pembinaan kesertaan keluarga berencana,

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan teknis mengendalikan distribusi alat dan

obat konstrasepsl, jaminan pelavanan keluargs berencana serta
pembinaan kesertaan keluarga berencana,

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan distribusi alat dan obat konstrasepsi;

¢, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan jaminan pelayanan keluarga berencana;
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. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

dan mengendalikan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana terdiri dan :
a. Seksi Distribusi Alat dan Obat Konstrasepsi; dan
bh. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan

¢. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

Pasal 15

(1) Seksl Distribusi Alat dan Obal Konstrasepsi mempunyal lugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi distnibusi
alat dan obat konstrasepsi.

(2) Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah sehagai
bermkut -

B

b.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan distribusi
alat dan obat konstrasepsi;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
distribusi alat dan obat konstrasepsi,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis distribusi alat
dan obat konstrasepsi;

menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
distribusi alat dan obat konstrascps:;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam distribusi
alat dan obat konstrasepsi;

menviapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluas
distribusi alat dan obat konstrasepsi;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja distribusi alat
dan obat konstrasepsi;

. menviapkan bahan perumusan dan penvusunan kebijkan teknis

dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsi,

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
distribusi alat dan obat kontrasepsi;

menviapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria [NSPK) dibidang distribusi alat dan obat kontrasepsi;

menyiapkan bahan penjaminan ketersediaan, pelaksanaan
pengadaan dan distribusi alat/obat kontrasepsi dengan prioritas
keluarga miskin;

melakeanakan rancana kebutuhan, penvediaan dan penyvaluran
alat/obat konstrasepsi,
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m. melaksanakan penvedizan sarana dan prasarana pelayanan

kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang vang lebih

terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Daerah;

. melaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara

kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin
dan kelompok rentan skla Daerah;

melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah;

melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi ketersediaan alat/obat kontrasepsi
fdan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannyva.

Pasal 16

[1) S8eksi Jaminan Pelavanan Keluarga Berencana mmmpunym tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi jaminan
pelayaan keluarga berencana.

(2) Utaian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah sebagm
berilout;

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan jaminan

]

pelayanan keluarga berencana;

menp._m'puli-.sm mengolah, menganalisis dan menyajikan data
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis jaminan
pelayvanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melasksanakan fasilitasi dan supervisi
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyviapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kera sama

dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam jaminan
pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja jaminan
pelayanan keluarga berencana,

. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijikan teknis

dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijkan teknis dibidang
jaminan pelayanan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pelaksansan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria [NSPK) dibidang jaminan pelavanan keluarga berencana;
menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan
jaminan pelayanan keluarga berencana;
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menyiapakan bahan penetapan dan pengembangan/perluasan
jaringan  pelayanan  keluarga Derencana  dan  kesehatan
reprod uksi;

. menviapkan bahan penetapan sasaran peningkatan perencanaan

kehamilan, peningkatan sasaran Unmet Need, peningkatan
sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta
peningkatan sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak,
menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak
reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi serta pelaksanaan
Informed Choice dan Informed Consent dalam pelayanan keluarga
berencana;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dibidang jaminan pelayvanan keluarga berencana;
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang jaminan
pelavanan keluarga berencana: dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannva,

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyal tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan
kesertaan keluarga berencana.

(2] Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sehagni
berikut:

.

b.

menyviapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan
kesertaan keluarga berencana;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menvajikan data
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pemiinasn kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan
kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menviapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan
kesertaan keluarga berencana;

. menyviapkan bahan perumusan dan peryusunan keblfakan

teknis dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
pembinaan kesertaan keluarga berencana;
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j. menviapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang pembinaan hkesertaan keluurga
berencana;

k. menyiapkan bahan penetapan kebijikan dan pelaksanaan
pembinaan kesertaan keluarga berencana;

. menyviapkan bahan sarana dan prasarana pelayanan keluarga
berencana mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih
terjangkau, aman, berkualitas dan merata;

m. menyiapkan data sasaran peningkatan partisipasi pria dalam
penggunaan alat/obat kontrasepsi:

n. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasl pelaksanaan
kebijakan dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

o. menyusun laporan pelaksanaan kebijikan dibidang pembinaan
kesertaan keluarga berencana; dan

p. melaksanghan tugas lain  sesual  bidang  tugas  dan
kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan dan Keseiahteraan Keluarga

Pasal 18

{1) Bidang Ketahanan dan Kesejahtersan Keluarga mempunyal tugas
mengoordinasikan, membina, meéngatur dan mengendalikan
pemberdayaan keluarga sejahtera, hina ketahanan keluarga balita
anak dan lansia serta bina ketahanan remaja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Ketahanan dan Kessjahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

& penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaluran, dan
pengendalian pemberdayaan keluarga sejahtera;

b. penvusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
dan

c. penvusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian bina ketahanan remaja.

{3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun kebjjakan tekms pemberdavaan keluarga sejahters,
bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina
ketahanan remaja;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pemberdayaan keluarga sejahtera;

¢. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

d. menvusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan hina ketehanan remaja; dan
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melaksanakan tugas lain  sesual bidang tugas dan

1'.1;"".1. t‘l'li_lf'l-i_{q.ll]li'-. =]

Pasal 19

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

a. Seksi Pemberdavaan Keluarga Sejahteraan;
b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 20

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyal tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitesi dan supervisi
pemberdayaan keluarga sejahtera.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a.

b.

L i

menviapkan bahan dan menvusun rencana kegiatan
pemberdayaan keluarga sejahtera;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menvajikan data
pemberdayaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan dan menyusun  petunjuk teknis
pemberdayvaan keluarga sejahtera;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas) dan supervisi

pemberdayvaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam
pemberdavaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan  kinena
pemberdavasn keluarps sejahters;

menviapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
teknis diidang pemberdayaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
pemberdavaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK] dibidang pemberdavaan keluarga sejahtera;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah
dibidang pemberdavaan keluarga sejahfera melalui usaha mikro
keluargsa;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dibidang pemberdavaan keluarga sejahtera;

. menylapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang

pemberdayaan keluarga sejahtera;
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. melaksanakan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan (ugas dan fungsinye; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannyve.

Pasal 21

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagal
berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina

ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

. menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitesi dan supervisi

bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

menviapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluas
bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

menyiapkan bahan dan menyvusun Jlaporan kinerja bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

. menyiapkan bahan perumusan dan peoyusunan kebijekan

teknis dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

menyviapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

menviapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak
dan lansia;

menyviapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah
dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia:
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan
lansia;

. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang bina

ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
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Pasal 22

(1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan dan
memberikan fasilitasi dan supervisi bina ketahanan remaja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1] adalah sebagai
berikut:

b.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina
ketahanan remaja;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
hina ketahanan remaia;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina
ketahanan remaja;

menyviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
bina ketahanan remaja;

menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama
dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina
ketahanan remaja;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
bina ketahanan remeas,;

menyiapkan bahan dan menvusun laporan kinerja hina
ketahanan remaja;

menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan
telonis dibidang bina ketshanan remaja;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina
ketahanan remaja;

menyiapkan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria (NSPK) dibidang bina ketahanan remaja;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
bidang bina ketahanan remaja;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di
hidaneg hina ketahanan remaja;

. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya; dan

melaksanakan tugas lain sesual Tbidang tugas dan
kewenangannva.
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Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

(1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional [kegiatan teknis vang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyvarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu
serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

(3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT vang secara administrasi, teknis
dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan
fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang herlaku

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayvaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarpa Berencana Kabupaten Balangan
dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tangg.al 15 September 2017

Diundangkan di
pﬂ.dﬂ tanggal 15 September 2017
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